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ABSTRAK 

Kepailitan dan pemberesan harta pailit merupakan mekanisme hukum yang 

bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan keuangan debitor yang tidak 

mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Dalam sistem hukum 

Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Proses 

kepailitan mencakup penetapan status pailit oleh pengadilan, pengelolaan harta 

pailit oleh kurator, serta pemberesan atau pendistribusian aset kepada kreditor 

sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam pemberesan harta pailit, kurator dapat 

melakukan kesalahan seperti halnya tindak pidana. 

Fokus penelitian ini adalah: 1) Apa bentuk pertanggungjawaban pidana bagi 

kurator dalam pemberesan harta pailit?; 2) Apa pertimbangan hukum dalam 

putusan nomor: 277 K/Pid/2024?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) 

Untuk memahami apa bentuk pertanggungjawaban pidana bagi kurator dalam 

pemberesan harta pailit; 2) Untuk memahami apa pertimbangan hukum dalam 

putusan nomor: 277 K/Pid/2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum normative. Data yang digunakan dalam penelitian ini melalui buku, 

jurnal, dan juga peraturan perundang-undangan. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kurator bertanggung jawab secara pidana 

apabila dalam pelaksanaan tugasnya terdapat tindakan yang melanggar hukum, 

seperti penggelapan aset, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan lain yang 

merugikan kreditur dan debitur. Seperti studi kasus dalam penelitian ini pada 

putusan nomor: 277 K/Pid/2024, yang memutuskan terdakwa melakukan 

tindak pidana memperbesar jumlah piutang kreditur dalam verifikasi 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Kata Kunci: Kepailitan, Kurator, Pemberesan Harta Pailit,  

Pertanggungjawaban Pidana. 
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ABSTRACT 

Bankruptcy and settlement of bankruptcy assets is a legal mechanism that aims 

to resolve the financial problems of debtors who are unable to fulfill their 

obligations to creditors. In the Indonesian legal system, bankruptcy is regulated 

in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt 

Payment Obligations. The bankruptcy process includes determining 

bankruptcy status by the court, managing bankruptcy assets by a curator, as 

well as settling or distributing assets to creditors in accordance with the 

principles of justice. In settling bankruptcy assets, curators can make mistakes 

such as criminal acts.  

The focus of this research is: 1) What is the form of criminal liability for 

curators in settling bankruptcy assets?; 2) What are the legal considerations in 

decision number: 277 K/Pid/2024? The objectives of this research are: 1) To 

understand what forms of criminal liability exist for curators in settling 

bankruptcy assets; 2) To understand what the legal considerations are in 

decision number: 277 K/Pid/2024. This research uses normative legal research 

methods. The data used in this research comes from books, journals and also 

statutory regulations.  

This research shows that the Curator is criminally responsible if in carrying 

out his duties there are acts that violate the law, such as embezzlement of assets, 

abuse of authority, or other actions that are detrimental to creditors and 

debtors.  Like the case study in this research in decision number: 277 

K/Pid/2024, which decided that the defendant committed the criminal act of 

increasing the amount of creditors' receivables in verifying Postponement of 

Debt Payment Obligations.  

Keywords: Bankruptcy, Curatorship, Settlement of Bankruptcy Assets, 

Criminal Liability. 

  


